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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Hambatan Dalam Penulisan Skripsi 

Dalam penulisan skripsi ini, Peneliti menemui kendala pada saat 

penelitian atau pengambilan data. Kendala yang dialami penulis salah satunya 

yaitu kesulitan mendapatkan data besaran biaya ganti kerugian dari instansi 

terkait, kemudian warga yang terdampak pengadaan tanah untuk jalan tol di 

Kota Bengkulu yang sebagian besar telah berpindah ke luar kota. Adapun 

informan yang dapat diketahui yaitu Bapak Ir. Darmakum yang memiliki 

tanah seluas 1100 meter persegi yang tanah berupa Surat Keterangan Tanah. 

Namun Peneliti tetap berusaha dengan cara menghubungi terlebih dahulu 

Lurah Kelurahan Betungan untuk mendapatkan data yang berubungan dengan 

pembebasan tanah pembangunan jembatan tol Bengkulu-Lubuk Linggau dan 

meminta surat rekomendasi untuk di teruskan ke Dinas Pertanahan Bengkulu. 

Setelah beberapa prosedur dilakukan akhirnya pihak Dinas Pertanahan 

Bengkulu bersedia untuk di wawancarai dan diberikan data-data yaitu 

penetapan lokasi pembangunan jalan tol yang di tanda tangani oleh Gurbernur 

Bengkulu, Sebagian daftar nama warga yang terdampak pengadaan tanah, 

dan data-data lain yang berhubungan dengan pembangunan jembatan tol  

Bengkulu Lubuk Linggau. 
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B. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Dalam 

Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuk Linggau Di 

Kota Bengkulu, maka dapat diambil kesimpulan : 

1. Adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah yang 

terkena proyek tersebut di Kota Bengkulu dengan cara pemberian ganti 

rugi. Pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah milik 

perseorangan seluas 812,31 hektar (Ha)bagi pembangunan Tol 

Bengkulu-Lubuk Linggau Di Bengkulu, Provinsi Bengkulu telah 

diberikan kepada orang yang tanahnya terkena dampak pembangunan. 

Ganti kerugian diberikan dalam bentuk uang dan pemberian ganti 

kerugian dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dana ganti 

rugi langung di transfer oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kerekening 

pemilik tanah. Setelah menerima ganti kerugian Pemilik tanah 

perseorangan menyerahkan bukti kepemilikannya berupa surat 

pernyataan Kepemilikan Tanah. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian 

telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 
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2. Kendala yang ditemui dalam kegiatan pengadaan tanah, yaitu adanya 

warga yang merasa keberadan dengan besaran nilai ganti rugi yang 

diberikan dan dalam identifikasi tanah ditemui kesulitan karena pemilik 

tanah berdomisili di luar kota dan tidak di kota Bengkulu. 

 

 

 

 

C. Saran 

1. Kantor Walikota Bengkulu harus jujur dan terbuka dengan besaran 

Ganti Kerugian yang akan diberikan kepada pemegang Hak Milik Atas 

Tanah. 

2. Masyarakat yang tanahnya terkena pembangunan jalan tol Bengkulu – 

Lubuk Linggau harus mengerti dan mendukung program pembangunan 

yang dilakukan pemerintah, karena Pembangunan Tol Bengkulu-Lubuk 

Linggau di Bengkulu untuk kepentingan umum masyarakat Bengkulu. 
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